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10.

11,

13.

14

Undang-undang Nomar 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah ( T.embaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Iembaran Negara Nomor 3839 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 fentang Pclaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembahan Negara Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).

Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan,

Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 170 Tahun 1997 lentang Pedoman Tatacara
Pemungutan Pajak Daerah

Keputusan  Menter  Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang  Proscdur
Pengesahan Perataran Dacrah tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kritcria Wajib
Pagak vang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tatacara Pembukuan.

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara
Pemeriksaan o Bidang Pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat I Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang
Penyidik Pegawai Negeni Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat IT
Kudus (Lembaran Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat Il Kudus Tahun 1988 Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

Menetapkan -

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

a.

b.

Daerah adalah Kabupaten Dacrah Tingkat I Kudus ;

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat IT Kudus :

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat I Kudus !

Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat 11
Kudus ;

¢. Bagian ...



> Ragian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariar Wilayah/Daerah Tingkat 1T Kudus ;

Perusahaan Perseroan, PT. PLN (Persero) yang selanjutnya disingkat PLN adalah Badan
Usaha Milik Ncgara yang bergerak dalam Bidang Usaha Ketenagalistrikan scsuai peraturan
perundang-undangan yang bertaku ;

. Pajak Penerangan Jalan vang sclanjutnya discbut Pajak adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik

. Waijib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah
i ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan ;

Badan adalah suatu bentuk Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perscroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang scjenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha felap serla benluk badan
usaha lainnya |

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat SPOPPJ
adalah surat yang digunakan olch Wajib Pajak untuk mclaporkan perhitungan dan
pembayaran Pajak vang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah ;

. Sural Setoran Pajak Daerah yang sclanjulnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan
olech Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dacrah ;

Surat Ketctapan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan
vang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan ;

. Surai Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar yang selanjuinya disingkat SKPDLB adalah
sural keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak Karena jumlah
kredit pajak Jebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang lerulang sama besamya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

. Surat Tagthan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
mclakukan tagihan pajak atav sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

- Surat Keputusan Keberatan adalah Surai Keputusan atas Keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan |

. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

8. Pemeriksaan .....
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah

data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dacrah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
dacrah ;

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ity membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYLEK DAN SUBYLEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak  atas sefiap penggunaan
energi/tenaga listrik,

Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah energi/tenaga listrik arus
bolak-balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Obyek Pajak adalah setiap penggunaan energ listrik di Wilayah Daerah.

Dikecualikan dan obyek pajak adalah -

a. penggunaan energVienaga lisiik oleh Instanst Pemenntah Pusal dan Pemerinlah
Daerah ;

b. penggunaan energitenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
Perwakilan Asing dan lembaga-lembaga intemasional dengan asas timbal balik
scbagaimana berlaku untuk pajak ncgara |

¢.  penggunaan tenaga listrik yang berasal dani bukan PLN dengan kapasitas tertentu
vang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait ;

d.  penggunaan energi/tenaga listrik lainnya yang ditetapkan olch Kepala Daerah.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan energi/tenaga listrik.

(1

BAR 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah Nila Jual Energi Lisink,



Ntk Tual Faeran Tistrk cehaoaimana dimabend av40 €1 Pasal i diletaph an
~ - - 4

A dalam hal cnergitenaga listrik beraal dari PIN dan bukan P dengan
punbavaran, Nila Jual Licipl Listnk sdalab bosarva tagihan

Bstrek / rekening hstnk

dalam hal tenaga listrik dan bulan PLN dengan udak dipungut bavaran

by + Yool
1, soflan Jual

Yenaga Listmk dihitung berdasarkan Kapasitas tersedia harea satuan histnk vane
berlaku di wilayah Dacrah,

biava pomiakwan

b,

{3} Harga Satan 1 istnb sehagmmana dunaksud pada ayat (2 homat b Pasal e ditetankan

..... nkan
olel heepala Daeran dengan berpedoman pada harea saiuan hsink vang beriakn snak
PIN

Pasal 6
Tanp Pagak duietapham sebaga benkul
Penggunaan tenaga stk vang berasal dan PLN. untul on Industn sebesar 9 Yo

(sembulan persen) |

I’enggunaan tenaga hstik vang berasal dart 'L, untuk Industn schesar 3 (tiga peracn) -
o Penggunaan tenaga hsink vang berasal buban dan PLN, N

on Industrt sebesar 5 %6 (hma
persen) |

Penggunaan tenaga listiik yang berasal bukan dari PI N Industn sehesar 5 % (lma
peisen)

BAB TV

WILAY AH PEMUNGUTAN DAN TATACARA
PERHITUNGAN PATAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Dacrah.

(2}  Besarnya pajak terutang dihutung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tanp
pajak sebagarmana dimaksud Pasal $ dan 6 Peraruran Daerah i

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANC
Pasal 8

Miasa pajak adalah jangha wakiu wericiiu vaing lamaiva satu bulan takwin.
Pasal ©

Saat Pajak terutang adalah sejak diterbitkanya SKPD.

BABVI ...



(h

)

)

(1

(2)

)

M

(3)

(1)

RAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN OBY FK PAJAK

Pasal 10

Wajib Pajak vanp, menggunakan tenaga listrik bukan I N wajib mengisi SPOPT'T

SPOPPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan
lenghap serta ditandatangani olch Wagib PPajak atau kuasanya.

Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listnk PLN, rekening listrik yang diterbitkan
oleh PLN merupakan SPOPP)

Rentuk, ist dan tatacara pengisian SPOPPT ditetapkan oleh Kepala Dacrab
BAB Vil
PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berdasarkan SPOPPJ scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 Peraturan Dacrah in
kepala Dacrah menctapkan pajak terutang, dengan menerbitkan SKPD

Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik vang berasal dani PLN, rekening
listrik berlaku pula scbagai SKPLD.

Rentuk _isi dan tatacara penerbitan SKPD) schagaimana dimaksud ayat (1) Pasal i
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah
dapat mencrbitkan SKPDRB1 apabila ditemukan data baru dan atau data vang scmula
betum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %o (scratus
persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan schagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dikenakan apahila Wajib Pajak
melaporkan sendiri scbelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 13
Kepala Daerah dapat menerbitkan SPOPPJ apabila :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar :
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumiah .



(2)

(3

M
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(1)

()

3

)

(M

(2)

Tumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPOPPI ﬂchagain?nna dimaksud ayat (1)
\ksi administrasi berupa bunga sebesar

huruf a dan huraf b Pasal ini ditambah dengan sat : g
2 % (dua persen) sctiap bulan untuk paling lama 15 (lima bolas) bulan scjd CLE
terutangnya pajak.

SKPD dan SKPDKBT yang tidak atau Kurang dibayar

Pajak yang terutang menurut .
i jan administrasi berupa bunga sebesar

setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
2 9 (dua persen) scbulan, ditagih melalui SPOPPJ.

BAB VIII
TATACARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

atau fempat lain yang

Pembayaran pajak yang terutang, dilakukan di Kas Dacrah
ditentukan dalam

ditunjuk oleh Kepala Dacrah sesuai dengan jangka waktu yang telah
SKPD, SKBDKBT dan atau SPOPPI.

any lerulany sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan

Pembayaran pajak v
istrik yang berasal dari PIN.

dengan menggunakan SKPD, kecuali penggunaan

Pasal 15

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pajak yang terutang dilonasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
SKPD. SKPDKBT, STPD, Sural Kepulusan Pembetulan, Surat Kepulusan Keberalan
dan Putusan Banding yang menycbahkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Kepala Dacrah atas permohonan  wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditcntukan dapat memberikan persclujuan kepada Waijib Pajak untuk mcngangsur atau
menunda pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, pembayaran pajak dengan

dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Tatacara pembayaran, penyetoran, fempat pembayaran pajak, angsuran dan penundaan
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dacrah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKRT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan Banding yang tidak atau kurang

dibavar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan sural paksa dilaksanakan berdasark: .
yang berlaku. arkan perundang-undangan

BAB X ...
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(2)

(3)

4)

(5

(6)

(1

(2)

3)

M

(2)

()

RAR X
KERERATAN DAN BANDING
Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kcpala Dacrah atau pcjabat
yang ditunjuk atas suatu

a. SKPD .

h. SKPDKBT ;

¢. SKIPDLY

Kcberatan diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indoncsia dengan alasan-alasan yang
1elas.

Dalam hal Wagib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pf'uak gecara jabatan,
Wajib Pajak harus dapat membukiikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuli karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3) Pasal ini, tidak dianggap scbagai surat keberatan, schingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 (¢nam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima selurubnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak vang terutang.

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal int telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 19
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah .

Pemohonan sebagatmana dimaksud ayal (1) Pasal ini, diajukan secara teriulis dalain
bahasa Indonesia , dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan scjak
keputusan diterima dilampin salinan dan Surat K eputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak. .

Pasal 20 ...



Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan schagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga schesar 2 % (dua persen)
scbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAST

Pasal 21

(1) Kepala Dacrah Karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan
SKI'D, SKPDKBT atau STPD yang dalam pencrbitannya terdapat kcsalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam pencrapan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2)  Kepala Dacrah dapal .
a. mengurangkan atau menghapus sanksi administrai berupa bunga, denda dan kenaikan

pajak yang ferutang menuru peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi terscbut  dikcnakan karcna kckhilafan Wajib Pajak atau bukan

karena kesalahannya |
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3)  Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan atau pengurangan atau
pembatalan Ketetapan pajak scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dan
ditetapkan lebih lanjut olch Kepala Daerah.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pusal 22

(1)  Kepala Dacrah berdasarkan permohotan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Talacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 23
(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dan menyebutkan
sekurang-kurangnya

A nama ...



(3)

(4)

(3)

(6)

(1)

(1

(2)

10

4. nama dan alamat Wagib Pajak |
b. masa Pajak |
¢. besamya kelebihan pembayaran pajak .

d. alasan yang jclas.
am ) bulan sejak diterimanya

Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling Jama 6 ( en ! .
permohonan pengembalian kelebthan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal i d.tiampam, Kepala
Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan p'cmb::yamn
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDIR harus diterbitkan dalam waktu paling lama I

(satu) bulan.
nnya, kelebthan pembayaran pajak

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lai :
g diperhilungkan unluk melunasi

schagamana Jdimaksud ayal (1) Pasal ini, langsun
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembatian kelebihan pembayaran dilakukan dalam waktu paling fama 2 (dua) bulan

scjak ditcrbitkannya SKPDLB.

embalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
k diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah membenikan imbalan bunga
kelerlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Apabila peng
(dua) bulan seja
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

Pasal 24
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan sccara iertulis kepada
Kepala Dacrah dengan menyebutkar :
a. masa pajak ;
b. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
¢. alasan vang jelas.

ermohonan pengembalian pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui

pos tercatat.

Bukti penctimaan oleh pejabat dacrah atau bukti pengitiman pos tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25
Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak. ‘

Apabilg kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
s;bagaunana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 32 Peraturan Daerah ini, pembayarmmi(a
dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukt pemindahbukuan juga berlaku

scbagal bukii pembayaran.
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BAR X1V
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26
lllﬂlx untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setclah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung scjak saat torutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak

melakukan tdak pidana di idang perpajakan dacrah,

Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh
apabila

a. diterbitkan surat tepuran dan surat paksa atau |
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung,

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pusnl 27
Wajib Pajak yang memenubi kriteria terfentu wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kriteria Wajib Pajak schagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan tatacara pembukuan
diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

PPasal 28
Kcpala Dacrah berwenang melakukan — pemeriksaan untuk mengupi  kepatuhan

pemenuhan  kewapban  perpajakan  dacrah  dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang mienjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak terutang :

b. memberikan Kesempatan untuk memasuki tempal atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan |

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

L atacara pemeriksaan pajak diatur lebih lanyut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI......



(1

()

lindak pidana schagaimana dim
dituntut sciclah melampaui jangka wa

BAR XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

a tidak menyampaikan SPOPP] atau mengisi
, mclampirkan keterangan yang tidak benar
dipndana dengan prdana kurungan paling

banvak 2 (du2) kali jumlah pajak yang

Wajib Pajak vang karena kealpaanny
dengan fidak benar atau tidak lcngkap atat
schingga merugikan hevangat Dacrah dapat
lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling

terutang,

aikan SPOPPJ atau mengisi dengan
g, tidak benar sehingga
paling fama 7 (dua)

Warib Pajak vang dengan sengajd tidak menyamp
nidak benar atau fidak lengkap atau melampirkan keterangan yan
merugtkan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjard

tahun dan atau denda paling, banyak 4 (empat) kal jumlah pajak ferutang.

Pasal 30

| 29 Peraturan Dacrah ini tidak dapat

aksud dalam Pasa
saal terutangnya pajak alau

Kktu 10 (scpuluh) jahun scjak

berakhimya Masa Pajak

(h

2

BAB XVl
PENY IDIKAN
Pasal 31

Penyidik Pegawai Negen Sipil di fingkungan Pemerintah Dacrah diberi wewenang
khusus scbagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
jakan daerah schagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor § Tahun 1981

tentang Tukum Acara Pidana

Wewenang Penyidik scbagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal ini adalah

umpulkan dan menelit kelerangan atau laporan berkenaan

4 mencrma, Mencan, meng
bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan

dengan tindak pidana di
tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. mendliti, mencar dan mengumpulkan Ketcrangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak

pidana perpajakan daerah tersebut ;
menerima kelerangan dan bahan bukl dan orang pribadi atau badan schubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah |

atkan bahan bukti pembukuan, pencatatan

¢. melakukan penggeledahan untuk mendap
akukan penyitaan terhadap bahan bukti

dan dokumen-dokumen fain. serta mel
tersebut |

f meminta ...



(3)

(1)

(2)

. memotret sescorang yang berka

13

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fgas penyidikan tinclak

pidana di bidang perpajakan daerah ;

nggalkan muangan atat tcmpat pada

menyuruh berhenti, melarang scscorang meni
itas orang dan atau

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerntksa 1dent
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf ¢ ;

itan dengan tindak pidana perpajakan dacrah ;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa gebagai tersangka

atau sakst ;

menghentikan penyidikan |

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan dacrah menurul peraturan perundang-undangan yany berlaku.

asal ini memberitahukan dimulainya

Penyidik scbagaimana dimaksud ayat (1) P
Penyidikan kepada Penuntut Umum

penvidikan dan menyampaikan Berita Acara
sctclah berkoordinasi dengan Kcpolisian N¢
ketentuan vang diatur dalam Undang-undang

gara Republik Indoncsia, scsuai dengan
Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XVIII
PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pelaksana alas hetenfuan Peraturan Dacrah ini adalah Dinas Pendapalan Dacrah.

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bagjan Hukum.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUY

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dacrah.

Pasal 34

Dcngan'bcr]akunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Ting -
kfzt Il Kudus Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pajak Pencrangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat [T Kudus Tahun 1993 Nomor 5), dinyatakan tidak berlaku lagi.



PENJELASAN

AT/\S

AH TINGKAT 11 KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAER/
NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

PENJELASAN UMUM
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Rahwa berdasarkan Undang-undang I : , :
Dactah dan Retribust Dacrah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah quqn
19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan jemis

pajak Daerah Tingkat IL
undang Nomor 1§ Tahun 1997 tersebut,

Sebelum ditetapkannya Undang-
angan jalan diatur dalam Peraturan Daerah

claksanaan pemunguian pajak pener :
I%nbupatcn Daerah Tingkat I Kudus Nomor 12 Tahun 1987 feniang Pajak Pencrangan

Jalan.
Pemungutan  pajak pencrangan jalan scbagaimana diatur dalam Pera‘tm‘an Dacrah
tersebut di atas, pelaksanaannya di lapangan dapat lbih diintensifkan dengan
ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 berikut peraturan pelaksanaaniya
schingga akan dapal meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah karena adanya perluasan
ohyek pajak yang herasal dari tenaga Hstrik bukan PIN dan dicantumkannya sankst
hukum kepada pelanggar pajak, penyidikan dan dasar pengenaan pajak yang dikaitkan
dengan nilai jual tenaga fistrik, pengadministrasian perpajakan daerah yang memberikan
kcpastian hukum tcrhadap Wajib Pajak maupun petugas pajak dacrah

tersebut di atas, periu segera untuk
melaksanakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12
Tahun 1987 fersebul dan mengaiur kembali dengan menelapkannya dalam Peraiuran
Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat 1T Kudus tentang Pajak Penerangan Jalan.

Berkaitan dengan maksud-maksud

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 : Cukup jelas
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wan Peraturan I
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atane Pajak Dacah, maha Pajak Den

67 e
19 Tahun 1997 enld

narak 1acrah mgkat t.
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Peraturan Dacrah
pPajak Penerangan

ane Nomor i

o indang-und
jalan  diat dalam

{987 teniang

Sehelum diretapkanny’
;)ny;a.k ;u‘nr.u!ngun

mungutan
us vomor 12 T

e E
an Tngha i houd ahun

pelaksanaan pet
boabupaten Fxacr
diatur daaru Peratwat Dacrai

Talan
Pemunguian pajah pencranzdil Jalan sebagannand
di lapangan dapal tebil diintensithan dengan
aaniiva

pelaksanaannya
ditctaphaninya Undang-undang Noior 16 1ahil
dapal meninghathan Pendapalan Asli D
Al dari tenaga listiik hukan PIN dan
nukum kepada pelang@al pajak. penvidikan dan dasar pengenaal P
al tenaga strik. pengadminisrasan perpajahan dacial yang memberikan
pajak dacrah

rhadap Wayih Pajak maupun petugas

poiatuidn polarsai
a4 adanya perluasan
a sanhsi

1997 berikil
acrah karen
Jicantumhanay

ajak vang dikartkan

tersebut di - atas.

sehingga akan

frals naiale vane het
olpvek pajak vang oetds

dengan nulat ju
kepastian hukum 1€
an maksud-maksud fersebut i atas, perin segera uniuk
Peratyran Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat 11
all denuan menciaphannya

Heriaran deng
[aksanakan penyempurnaan atas
607 - L

437 fersebui dim mengatut hamo
wohat T Kudus fenting Pajak Pencrangan

me
Kudus Nomor 12 Tabun 1
Aalam Peraturan Dacrah Kahupaten Dacrah Tir

fatait,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai denaan Pasal 3 cukup jclas

avat {2) hurut' b

'asal 3 avat (2) hurut ¢ kan dirctapk i '
ai 3 avat (2) hurut ¢ akan dirctapkan febih fanjut ofch kepala Dacrah dengan

mempertimbanghan hemampuan masyay
R anghan heny an masvarahal,
Pasai 3 avat (Z) huruf d cuiuy jelas . )
<ampai dengan Pasal 35
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